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Waspadai Peningkatan Kasus Covid-19 pada Anak

PERTENGAHAN Juni 2021 ada tren  Sekalipun kegiatan belajar-mengajar se-

Dilema Denda Kartu Kredit

BANK Indonesia (BI) terus membuat
terobosan di ranah sistem pembayaran.
Hasil rapat Dewan Gubernur BI periode

layanan kartu kredit akan menaikkan
denda. Saat pelonggaran pembayaran
denda 1% diperpanjang, biaya adminis-
trasi denda niscaya menjadi bantalan-

Haryo Kuncoro

jadi di sektor yang terkaitan dengan

peningkatan kasus Covid-19 pada anak-
anak di berbagai daerah. Sedang untuk
wilayah DIY belum ada data yang riil.
Meski demikian, sebagaimana disampai-
kan Ketua Kelompok Kerja Genetik
Fakultas Kedokteran, Kesehatan
Masyarakat dan Keperawatan (FKKMK)
UGM dr Gunadi SpBA PhD, tren kasus
Covid-19 pada anak-anak mengalami
kenaikan saat ini, kemungkinan hal ini
ada kaitannya dengan varian delta (KR
22/6). Terkait hal itu Kemenkes meminta
pihaknya membantu memeriksa sampel
kasus, baik sampel dewasa maupun
anak-anak dari Solo Raya, DIY, dan DKI
Jakarta pada pertengahan Juni 2021.

Bila varian delta mulai menyerang
anak-anak, tentu itu yang kita khawa-
tirkan selama ini. Anak-anak selain
rentan terpapar virus Korona, juga ber-
potensi menjadi sumber penularan. Ter-
lebih, khusus varian delta yang berasal
dari India ini, efeknya lebih berat ketim-
bang varian lainnya. Lantas, bagaimana
cara kita melindungi anak-anak ?

Kita mendukung sikap lkatan Dokter
Indonesia (IDI) yang meminta pemerin-
tah menyiapkan vaksin Covid-19 untuk
anak-anak. Sebab vaksin yang selama
ini digunakan yakni Sinovac dan Astra-
Zeneca belum bisa diperuntukkan bagi
anak-anak. Selain itu anak-anak tetap
diharuskan memakai masker sebagai
alat pelindung, juga harus dihindarkan
dari segala aktivitas yang bersifat keru-
munan. Padahal, seperti banyak kita lihat
di tempat-tempat umum atau area publik,
anak-anak terkadang tidak memakai
masker sehingga rentan tertular virus.

Selain cara tersebut, pencegahan bisa
dilakukan antara lain dengan tidak terge-
sa-gesa untuk mengadakan kegiatan
belajar mengajar secara tatap muka.

cara daring ini mungkin membosankan
dan kurang efektif, namun itulah alternatif
yang bisa dilakukan untuk mencegah
penyebaran Covid-19. Tentu saja, ini
menjadi tantangan bagi orang tua
maupun guru untuk menciptakan inovasi
belajar mengajar secara daring agar ti-
dak membosankan.

La ngkah pemerintah pusat, yang juga
diikuti pemerintah daerah, untuk mem-
perkuat pelaksanaan Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PP-
KM) mulai Rabu kemarin, kiranya tepat
dalam menghadapi lonjakan kasus
Covid-19. Khusus kegiatan belajar
mengajar, pada zona merah secara dar-
ing zona lainnya sesuai pengaturan dari
Kemendikbudristek dengan penerapan
prokes lebih ketat. Hemat kita, untuk
wilayah DIY, sebaiknya tidak tergesa
menggelar pembelajaran tatap muka
(PTM), terlebih saat ini jumlah kasus
Covid-19 sedang tinggi-tingginya.

Tentu kita tidak berharap lonjakan ka-
sus Covid-19 di DIY berubah menjadi le-
dakan besar, apalagi saat ini DIY men-
duduki peringkat kelima nasional dari se-
gi jumlah orang yang terpapar virus
Korona. Sebaliknya, kita berharap lon-
jakan kasus di DIY yang sehari bisa
mencapai 600 lebih kasus menjadi pun-
cak jumlah tertinggi dan untuk selanjut-
nya menurun secara bertahap. Harapan
itu bisa terwujud kalau kita disiplin mene-
rapkan prokes.

Lebih dari itu, kita mendorong Satgas
Covid-19, mulai dari tingkat pusat hingga
kelurahan, lebih ketat dalam melakukan
pengawasan, khususnya dalam mem-
perkuat pelaksanaan PPKM di berbagai
daerah. Kini tak boleh lagi ada toleransi
terhadap pelanggaran prokes. Semua
pelanggaran harus ditindak tegas. O

Juni 2021 memutuskan perpanjangan
denda keterlambatan pembayaran kar-
tu kredit (credit card) 1% (atau maksi-
mum Rp 100.000) sampai dengan 31
Desember 2021. Kebijakan tersebut se-
laras dengan langkah yang telah diambil
BI. Mei lalu BI memangkas suku bunga
maksimum kartu kredit dari semula 2%
menjadi 1,75% per bulan yang berlaku
mulai 1 Juli 2021. Keduanya ditujukan
untuk menyokong transmisi kebijakan
moneter dalam kerangka pemulihan
ekonomi nasional.

Didukung kebijakan makropruden-
sial yang tetap akomodatif, kredit
konsumsi yang memiliki porsi 28,2%,
diharapkan akan terkerek. Pening-
katan konsumsi menjadi target yang
hendak digapai. Dalam lingkup in-
dustri keuangan, relaksasi tersebut
niscaya akan menciptakan ‘arena
bermain’ yang adil antarmetode pem-
bayaran non tunai, seperti uang elek-
tronik (e-money) dan QRIS (Quick
Response Indonesia  Standard).
Persaingan yang sehat antarmetode
pembayaran non tunai akan berujung
pada efisiensi transaksi non tunai.

Persoalan Mendasar

Kendati bertujuan positif, perpan-
jangan denda keterlambatan pemba-
yaran kartu kredit tidak lepas dari se-
jumlah persoalan mendasar. Pertanyaan
pertama yang muncul menyangkut pada
efektivitasnya. Denda keterlambatan
pembayaran kartu kredit pada 2020 (se-
belum diperpanjang), misalnya, bisa
menjadi pelajaran.

Data menunjukkan sepanjang
Januari 2020 hingga Maret 2021, rata-
rata nilai transaksi kartu kredit menca-
pai Rp 19,7 triliun, jauh lebih rendah
dari masa sebelum pandemi yang me-
nembus Rp 28,6 triliun. Artinya, regulasi

laku pesiar. Dengan demikian, selama
pembatasan kegiatan masyarakat
belum dicabut, ekspektasi industri jasa
pembayaran kartu kredit atas pening-
katan nilai transaksi praktis sulit tereal-
isasikan. Kalaupun pembatasan kegiat-
an masyarakat sudah dikendorkan, per-
soalan tidak berhenti sampai di sini
Demikian pula, pemotongan suku bu-
nga maksimum kartu kredit akan

menekan pendapatan bunga.
Konsekuensinya, lembaga penyedia
layanan kartu kredit akan mengompen-
sasi penurunan pendapatan bunga de-
ngan meningkatkan kuantitas penerbit-
an kartu kredit. Strategi itu masuk akal
mengingat ‘uang plastik’ sudah menjadi
bagian tak terpisahkan dari gaya hidup
modern.

Ironisnya, pengabaian prinsip kehati-
hatian justru dikalkulasi penerbit kartu
kredit sebagai bagian dari ‘efisiensi’ bia-
ya. ‘Efisiensi terselubung’ semacam ini

nya.

Dilema pun terjadi. Besaran denda

menjadi pemasukan ekstra bagi penye-
dia layanan kartu kredit sehingga im-
plisit mereka berharap volume denda
akan terus membesar. Akan tetapi, be-
saran denda sekaligus menjadi indikator
buruknya tata kelola kredit sehingga se-
jauh mungkin denda bisa ditekan.

KR-JOKO SANTOSO

Menyisakan Risiko

Dari manapun cara mamandang,
perpanjangan denda keterlambatan
pembayaran kartu kredit menyisakan
risiko. Kasus kredit bermasalah yang
banyak muncul dari pinjaman online
bisa menjadi cerminan komparasi.
Tanpa pengawasan BI, perpanjangan
denda keterlambatan pembayaran
kartu kredit bisa kontraproduktif.
Sampai di titik ini, pemahaman
nasabah atas kartu kredit menjadi
kunci penyeimbang. Kehati-hatian da-
lam memanfaatkan fasilitas ‘belanja
dulu, bayar kemudian’ perlu diperte-
bal. Denda 1% untuk Rp 100.000
ekuivalen dengan kredit Rp 10 juta.
Konkretnya, nasabah mestinya bisa
menempatkan kartu kredit sebagai
media penyangga, alih-alih untuk
transaksi rutin berbelanja. Bukan be-

gitu? O

*) Prof Dr Haryo KuncoroGuru
Besar Fakultas Ekonomi Universitas

Negeri Jakarta, Direktur Riset SEEBI
(the Socio-Economic & Educational
Business Institute) Jakarta
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Penilaian Akhir Tahun

1

transaksi.

denda keterlambatan pembayaran kar-
tu kredit tidak efektif memacu nilai

Jika ditelisik lebih lanjut, penurunan
transaksi kartu kredit paling besar ter-

Penyelarasan Kurikulum MBKM

TUJUAN Pemerintah Indonesia da-
lam mencerdaskan kehidupan bangsa
sesuai amanat UUD 1945 Indonesia terus

lewat email : opinikr@gmail.com dengan
panjang tulisan antara 535 - 575 kata, de-
ngan mengisi subjek mengenai isu yang di-
tulis serta jangan lupa menampilkan foto-
copy identitas. Terimakasih.

dibungkus rapi sebagai paket promosi
untuk menjaring nasabah baru lewat
diskon besar-besaran. Alhasil, ketika
biaya transaksi belum tertutup dari pe-
nerbitan kartu kredit anyar, penyedia

luar kampus ada 8 jenis. Yaitu: (1) maga-
ng/praktik kerja; (2) proyek di desa atau
KKN Tematik; (3) mengajar di sekolah;

Kori Puspita Ningsih

PENILAIAN Akhir Tahun (PAT) seba-
gai bagian dari laporan akhir tahun seko-
lah pada orang tua siswa adalah peristi-
wa penting dalam sistem persekolahan
di Indonesia. Berbeda dengan tahun se-

bagai alasan pada waktu yang diten-
tukan, berakibat siswa gagal mengikuti
PAT sesuai jadwal dan harus menyusul
di hari lain yang sudah disiapkan.
Beragamnya instrumen yang harus

dicanangkan. Perubahan sosial, budaya,
dunia kerja dan teknologi yang semakin
canggih di era revolusi industri 4.0 me-
nuntut pemerintah untuk melakukan re-

pembelajaran terus dilaksanakan sesuai

dengan kurikulum yang responsive.
Dokumen kurikulum pun dirancang

dengan pendekatan Outcome Based Edu-

(4) pertukaran pelajar; (5) penelitian atau

riset;

(7

(6) kegiatan wirausaha;

studi/proyek independen; (8) proyek ke-
manusiaan.

belumnya, PAT saat ini diwarnai dengan
beberapa perubahan mekanisme seba-
gai dampak dari adaptasi kebiasaan
baru di lingkungan pendidikan.

PAT di semua jenjang pendidikan
harus dilaksanakan dengan merujuk pa-
da Surat Edaran (SE) Mendikbud Nomor
1 Tahun 2021 yang diterbitkan pada 1
Februari 2021 tentang mekanisme

disiapkan untuk memotret keterserapan
materi oleh siswa sebagai satu kesatuan
dari penilaian sikap, pengetahuan dan
keterampilan selama satu tahun sangat
tidak mudah diaplikasikan. Selain
melalui porto folio siswa, potret keterser-
apan materi yang berupa hasil praktik
maupun karya siswa kesemuanya dilak-
sanakan hampir 100% online dan sulit

orientasi tujuan pendidikan nasional.
Dalam kurun waktu enam tahun SN-
Dikti telah mengalami tiga kali perubah-
an. Mulai Permenristekdikti No 49 tahun
2014 diubah menjadi Permenristekdikti
No 44 tahun 2015, dan terakhir menjadi
Permendikbud No 3 tahun 2020. Awal
2020 Pemerintah Indonesia member-
lakukan kebijakan di bidang pendidikan
tinggi melalui program ‘Merdeka Bela-

cation (OBE). Perbaikan kurikulum se-
cara kontinyu dengan merumuskan Ca-
paian Pembelajaran Lulusan (CPL) juga
didasari hasil evaluasi kurikulum pro-
gram studi yang sedang berjalan. Juga
tracer study, masukan pengguna lulusan,
alumni, dan ahli dibidangnya. Evaluasi
kurikulum juga mengkaji perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi di
bidang yang relevan sesuai kebutuhan

Adanya urgensi peyelarasan kuriku-
lum berbasis MBKM, tidak luput dengan
adanya sinergi iduka dan perguruan ting-
gi guna menjamin keberlangsungan pro-
gram. Diharapkan lulusan dapat memi-
liki kemampuan literasi baru meliputi lit-
erasi data, literasi teknologi, dan literasi
manusia berakhlak mulia. Berdasarkan
pemahaman keyakinan agama dalam
upaya mencetak penerus bangsa yang

pelaksanaan PAT masa pandemi Covid-
19. Meskipun PAT tidak perlu mengukur
capaian kurikulum secara menyeluruh,
namun mekanisme PAT tetap harus di-
rancang untuk mendorong aktivitas bela-
jar siswa yang bermakna. Namun
demikian, penugasan oleh guru selama
pembelajaran daring menjadi bagian tak
kalah penting dari proses penilaian ke-
seluruhan.

Peran keluarga, guru dan wali kelas
dalam mengkondisikan siswa selama
PAT berlangsung serta pengumpulan
semua tagihan secara online membu-
tuhkan kerja ekstra keras tanpa kenal
batas ruang dan waktu. Pemantauan se-
lama dan setelah selesai PAT melalui
penggalian informasi dari orang tua/wali
siswa menjadi cara yang efektif agar se-
mua tagihan dan perbaikan memperoleh
hasil sesuai harapan.

PAT online secara terjadwal dengan
ketentuan atau tata tertib yang harus di-
ikuti siswa dilakukan agar proses penilai-
an dapat terkendali dan memperoleh
hasil yang mencerminkan kemampuan
menyeluruh. Pembatasan waktu login ke
sistem pada saat pelaksanaan PAT de-
ngan durasi waktu tertentu bertujuan
melatih kedisiplinan dan tanggung jawab
siswa. Keterlambatan login dengan ber-

dipastikan pertanggungjawabannya.

Selain sekelumit permasalahan di
atas, beragam masalah dihadapi guru
dan wali kelas dalam membuat laporan
PAT kepada para orang tua siswa.
Kebiasaan menunda penyelesaian tu-
gas karena malas dan lebih memilih
bermain gadget serta keterlambatan ba-
ngun pagi untuk mengikuti PAT sesuai
jadwal karena kebiasaan begadang di
malam hari menjadi permasalahan se-
rius, namun dianggap biasa terjadi ham-
pir di semua jenjang pendidikan. Kekha-
watiran akan lepasnya kualitas generasi
pada sebuah dekade oleh sekelompok
kalangan tidaklah berlebihan jika
melemahnya karakter akibat pandemi ini
tidak segera teratasi dengan tepat.

Laporan akhir tahun dengan segala ke-
kurangan dan kelemahan akibat pandemi
Covid-19 menjadi pekerjaan rumah bagi
semua pihak untuk dicarikan jalan keluar
sebagai perbaikan ke depan. Pendidikan
sebagai garda terdepan dalam penyiapan
generasi harus dikawal dengan lebih
serius. Jalinan kerja sama yang harmonis
antara sekolah, orang tua dan masyara-
kat harus menjadi kesadaran bersama
untuk segera dioptimalkan. O

Nurlaila Mahmudah, Guru
Matematika SMKN 3 Yogya.

jar-Kampus Merdeka (MBKM) yang di-
harapkan meningkatkan link and match
peruruan tinggi dengan dunia industri.

Perubahan kurikulum pendidikan
merupakan keniscayaan sepanjang tidak
bertentangan dengan filosofi pendidikan
serta peraturan yang berlaku. Kebijakan
MBKM memberikan kesempatan kepada
mahasiswa mendapatkan pengalaman
belajar yang lebih luas dan kompetensi
baru melalui beberapa kegiatan pembela-
jaran di luar program studinya. Harapan-
nya, kelak pada gilirannya dapat meng-
hasilkan lulusan yang siap untuk meme-
nangkan tantangan kehidupan yang se-
makin kompleks di era industri 4.0.

Mendorong

Upaya ini diperkuat dengan Peraturan
Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
(KKNI), dan UU Nomor 12 Tahun 2012
tentang Pendidikan Tinggi, mendorong
semua perguruan tinggi untuk menye-
suaikan diri dengan ketentuan tersebut.
Berbagai upaya dikembangkan setiap
perguruan tinggi untuk mencapai keung-
gulan lulusan sesuai penciri visi misi pro-
gram studi. Selanjutnya untuk men-
dukung pencapaian hal tersebut, proses

pasar kerja, serta visi dan nilai- nilai yang
dikembangkan setiap perguruan tinggi.
Peluang perguruan tinggi untuk ber-
sinergi dengan industri, usaha, dan dunia
kerja (iduka) salah satunya dalam hal
penyelarasan kurikulum berbasis MB-
KM. MBKM merupakan suatu program
pembelajaran yang memfasilitasi maha-
siswa untuk memperkuat kompe-

mampu meningkatkan derajat bangsa
Indonesia. O

*) Kori Puspita Ningsih SKM MKM,
Dosen Program Studi Rekam Medis dan
Informasi Kesehatan Universitas
Jenderal Achmad Yani Yogyakarta,
Mahasiswa S3 Kesehatan Masyarakat
Universitas Sebelas Maret

tensi dengan memberi kesempat-
an menempuh pembelajaran di
luar program studi pada pergu-
ruan tinggi yang sama dan/atau
di perguruan tinggi yang berbeda,

Fojok KR

Industri pariwisata diimbau perkuat

h . prokes.
dan/atau pgmbfe lajaran di 1}1 ar --Tak cukup imbauan, tapi perintah
perguruan tinggi. Perguruan ting- bersifat wajib.

gi wajib memberikan hak bagi
mahasiswa untuk secara suka-
rela (dapat diambil atau tidak).

ek

Percepat pemulihan ekonomi, OJK DIY
andalkan stimulus fiskal.

. 8 Kegiatan . -- Diharapkan berdampak pada
Mahasiswa dapat mengambil
. Lo pelaku usaha.
SKS di luar perguruan tinggi se- s

banyak 2 semester (setara dengan
40 SKS). Atau mengambil SKS di
prodi yang berbeda di satu pergu-
ruan tinggi yang sama sebanyak
1 semester (setara dengan 20
SKS). Sedangkan kegiatan maha-
siswa yang dapat dilaksanakan di

Erick Thohir jamin ketersediaan obat-
obatan penanganan Covid-19 aman.
-- Harus jamin pula kemanjurannya.
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Magelang : Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih, Kepala Biro : Drs M Thoha.
Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan : Suprapto, SPd Kepala Biro : Asrul Sani.

Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan - Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.




